GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR : -4 TAHUN 2013

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

Menimbang

Mengingat

GUBERNUR BENGEULU,

bahwa berdasarkan ketentusn Pasal 9 Peraturan Daerah
Provinsi Benghulu Nomor Tahun 2013 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Angparan Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, perlu ditetapkan
Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2012 sebagai rincian lebih lanjut dari
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, bahwa
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a
diatas, perfu dibentuk Peraturan Gubernur Bengkulu
tentang Penjabaran Pertanggpungjawaban Pelaksanaan APBD
Provinsi Benglkulu Tahun Anggaran 2012 ;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan
Provinsi Benghkulu (Lembaran WNegara Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 1967, Tambahan Lembaran WNegara
Republik Indonesia Nomor 2828):

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1285 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312) sebagsimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajal
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3569) ;
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Undang-Undang Nomor 21 Tsghun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Banpunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia WNomor 3688)
Sebagaimana telah dinbah dengan Undang-Undang Nomaor
20 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang
MNomor 21 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3988);

Undang-Undang MNomor 28 Tahun 1999 (entang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Megara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Momor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 42886 ;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355) ;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomeor
66, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor
4400) ;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421} ;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 MNomeor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomeor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
MNomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844) ;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438) ;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republil
Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

Peraturan Pemeorintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyvat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor 4416)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Feraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuanpan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerinitah Nomeor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Neomer 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomeor 4573

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Deaerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576 ;

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Sistem
Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4577)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal |[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Momor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomeor 4593) ;
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Peraturan Pemerintah MNomor 2 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagisn Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten,/ Kota [Lembaran Negara Repupblik Indonesia
Tahun 2007 Nomeor 82, Tambshan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambshan Lembaran
Negara republik Indonesia Nomaor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,
sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007
tentang Pedoman Evaluasi Peraturan Dagreh tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjgsbaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Angparan
Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentultan Produk Hulkum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

Peraturan Daerah Provinsi Benglkulu Nomer 3 Tahun 2004
tentang Kedudukan Keuangan dan Protokoler Dewan
Perwaldlan Rakyat Daerah Provinsi Benglkulu (Lembaran
Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Seri D" Tahun 2004);

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomeor & Tahun 2007

tentang Pokok-pokok Pengelolasn Keuangen Daerah |
Lembaran Daerah Provinsi Benglulu Tahun 2007 Nomor 6);

Peraturan Daersh Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2012
tentang Anpggarati Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anpgaran 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Benglulu Tahun
Anggaran 2012 Nomor 1);

Peraturan Daerah Provinsi Benghulu Nomor 9 Tahun 2012
tentang Perubshan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Bengloulu Tahun Anggaran 2012 (Lembaran
Daerah Provinei Benglkulu Tahun 2012 Nomor 9);
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32. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah
Provinsi Benglkuiu Tahun 2012 Nomor 4);

33. Peraturan OGubernur Bengkulu Nomor 28 Tahun 2012
tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dacrah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2012
(Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2012 Nomor 28);

MEMUTUSEAN :

Menetapkan | Peraturan Cubernur tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012

Pasal 1
Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2012 terdir atas ;
Pendapatan
a. Pendapatan Asli Dasrah Rp. 483.768.274.0497,19
b. Dana Perimbangan Rp. 1.076.080.065.252.00
¢, Lain-lain Pendapetan yvang sah 8 O7 10,00
ATEREE e A R Rp. 1,562.525.395.250,19
1. Belanja
2. Belanja Tidak Langsung
1). Belanja Pegawai Rp. 407.803.333.177,00
2). Belanja Bunga Rp,
3}. Belanja Subsidi Ep. e
4). Belanja Hibeh Rp  221.706.458.000,00
5}, Belanja Bantuan Sosial Rp. s
5). Belanja Bagi Hasil Rp  153.837.810.804.60
7). Belanja Bentuan Keuangan Rp. 3444, 789,000,060
8. Belanja Tidak Terduga Rp. -
i Rp. 786.,792.391.071.60
e Bm"ja Pegasva Rp.  72.673.024.589,00
2), Belanja Barang & Jasa Rp,  368.721.829.924,00
3. Belanja Modal 264 .650.90
Bela A 41
Jumiah Belanja Rp. 1,518.452.804.792,60
Barplus Rp.  44.072.590.466,50
2. Pembiayaan
A, Penerimann Rp. 1897.339.470.817 67
b. Pengeluaran Rp. =iy
Jumlah Pembiayaan Neto Bp.__ 197,339 470.817.67
Bisa lebih pembiayaan anggaran
Tahun berkenaan Rp. 241.412.061.284,26
Pasal 2

Ringkasan laporan reslisasi anggaran sebapaimana dimalksud
dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan
Gubernur ini.
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Pasal 3
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan
realisasi anggaran.

Pasal 4
Penjabaran laporan realisasl anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran [1 Peraturan Gubernur

ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan
Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5
Peraturan Gubernur ini berlaku pada tangpal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Benghulu,

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal %0- 0Q - 2013

@}UBERNUR BENGKULTL:T;{

b

f._ H. JUNAIDI HAMSYAH

Diundangkan di Benghkulu
pada tanggal %0 . 0% - 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU%

/

TASNAWT A.LAMAT

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013 NOMOR : ?-q.






